
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR  6  TAHUN 2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN   
KOTA TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, 
pengendalian dan pengawasan perizinan di Kota Tasikmalaya, 
perlu membentuk lembaga yang menyelenggarakan pelayanan 
perizinan secara terpadu satu pintu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Dinas Perizinan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3890);  

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11.
elenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

ariat

13.
dan Susunan Organisasi Dinas Kota

14.
bentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAK  TASIKMALAYA  

WALIKOTA TASIKMALAYA 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585);  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Peny

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekret
Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2003 Nomor 13);
 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pembentukan 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003
Nomor 15);
 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003
tentang Pem
Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2003 Nomor 16);

Dengan 

ILAN RAKYAT DAERAH KOTA

DAN 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH MBENTUKAN DINAS 
PERIZINAN KOTA TASIKMALAYA 

I  
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tasik

gkat Daerah 
rintahan daerah. 

g selanjutnya disingkat 
Rakyat Daerah Kota 

5. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 

6. 

seorang atau 
k izin maupun 

9. 
di atau Badan Hukum yang berhubungan 

10. 
 Hukum yang bukan untuk  

11. 
izinan. 

nan Kota Tasikmalaya. 
 

RUANG LINGKUP 

Peraturan  Daerah ini mengatu  sebagai berikut : 
a. Pembentukan Dinas; 

isasi; 
gsional; 

 
 

 TENTANG PE

 
BAB 

Pasal 1 

malaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walik

sebagai unsur penyelenggara peme
ota dan Peran

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yan

DPRD adalah Dewan Perwakilan 
Tasikmalaya. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah 
Pemerintah Kota Tasikmalaya. 
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya. 

7. Dinas adalah Dinas Perizinan Kota Tasikmalaya. 
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada se

pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentu
tanda daftar usaha. 
Perizinan Jasa Usaha adalah Izin yang diberikan Walikota 
kepada orang priba
langsung dengan kegiatan usaha. 
Perizinan Tertentu adalah izin yang diberikan oleh Walikota 
kepada orang pribadi atau Badan
kegiatan usaha dan atau  yang secara tidak langsung 
mendukung kegiatan usaha. 
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah UPTD pada Dinas Per

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsional di lingkungan Dinas Perizi

BAB II 

Pasal 2 
r hal-hal

b. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organ
c. Kelompok Jabatan Fun
d. Pembiayaan. 
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